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BAB V  
PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisa bab IV dan hal yang telah dijabarkan di dalam bab-

bab sebelumnya, maka kesimpulan yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah yang ada, yakni : 

5.1.1 Kewajiban Pembentukan Peraturan Rektor Terkait 
Pembentukan Satuan Tugas Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 
Tahun 2021 

Peraturan Rektor terkait pembentukan Satuan Tugas merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi seluruh 

Indonesia. Kewajiban tersebut berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 

2021 yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan. Serta Menteri Pendidikan 

sendiri memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada Perguruan 

Tinggi yang tidak melakukan pembentukan Satuan Tugas sesuai yang diatur 

di dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. 
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5.1.2 Efektivitas Pembentukan Satuan Tugas dalam Menekan Angka 
Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Rektor 

Efektivitas dalam pembentukan Satuan Tugas PPKS di perguruan tinggi 

yang bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan seksual, sulit diukur 

karena tidak adanya data yang akurat terhadap kasus kekerasan seksual di 

Perguruan Tinggi. Hal ini dikarenakan banyak kasus yang tidak dilaporkan 

akibat adanya faktor relasi kuasa dan gender. Meskipun kebijakan dalam 

Permendikbud untuk penanganan kekerasan seksual sudah cukup efektif, 

tetapi untuk pencegahannya masih sangat bergantung pada kesadaran 

individu dan pemahaman masyarakat kampus. Karena Permendikbud 

Nomor 30 Tahun 2021 sendiri masih tergolong baru, perguruan tinggi harus 

mempertimbangkan terkait dinamika relasi kuasa dan gender untuk 

memberikan dukungan kepada korban untuk mendorong pelaporan dan 

perubahan budaya menuju lingkungan yang lebih responsif terhadap 

kekerasan seksual. 

5.2 Saran 

1. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Pendidikan sendiri 

memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada Perguruan Tinggi 

terkait pembentukan Satuan Tugas, sehingga Menteri Pendidikan 

seharusnya secara tegas dapat mulai memberikan sanksi yang sesuai dengan 

apa yang tertulis di Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 agar Perguruan 

Tinggi yang belum melaksanakan pembentukan tersebut tidak menunda-

nunda pembentukan Satgas PPKS. 

2. Menteri dapat melakukan evaluasi dan perubahan terhadap Permendikbud 

Nomor 30 Tahun 2021. 

3. Meningkatkan Edukasi dan Kesadaran warga kampus dengan melakukan 

sosialisasi rutin yang wajib dihadiri. 

4. Memasukkan materi tentang kekerasan seksual ke dalam kurikulum 

perguruan tinggi dan menyertakan topik tersebut dalam mata kuliah wajib. 
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